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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengikatan secara fidusia terhadap bangunan yang didirikan diatas tanah 

berstatus ijin pemakaian tanah sebagai jaminan atas kredit pada bank CIMB 

Niaga Surabaya secara yuridis formal telah memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku akan tetapi bukti kepemilikan yang dipakai hanya berupa Akta Jual 

Beli ataupun Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Khusus untuk bukti 

kepemilikan yang berupa IMB bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah  

sehingga pada prinsipnya pemilik dari bangunan tersebut tidak dapat 

menjadikannya sebagai jaminan fidusia yang dapat mengakibatkan 

ketidakpastian terhadap pelaku perbankan dalam menjalankan praktek 

pengikatan suatu bangunan sebagai obyek jaminan. Hal ini menunjukkan 

Pemerintah selaku pembuat Undang-undang kurang teliti dalam membuat 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bukti kepemilikan 

bangunan. 

Bangunan yang dari segi sifatnya merupakan benda tidak bergerak oleh 

karena menyatu dengan tempat kedudukannya yaitu tanah, dapat dibebani hak 

tanggungan maupun jaminan fidusia. Apabila bangunan tersebut hendak 

dibebani hak tanggungan, maka terlebih dahulu harus dilihat apakah 

bangunan tersebut didirikan diatas tanah dengan hak milik, hak guna usaha, 
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hak guna bangunan, ataupun hak pakai atas tanah Negara yang menurut 

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat 

dipindahtangankan. Sementara itu bangunan yang didirikan diatas tanah 

berstatus ijin pemakaian tanah tidak memberikan hak atas tanah apapun bagi 

pemegangnya sehingga bangunan tersebut tidak dapat dibebani hak 

tanggungan melainkan secara jaminan fidusia. Oleh sebab itu, perbedaan 

antara bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan dengan yang dapat 

diikat jaminan fidusia menjadi jelas. 

Pemegang surat ijin pemakaian tanah atau yang dikenal dengan surat 

hijau hanya memiliki hak atas bangunan yang didirikan diatasnya sehingga 

hanya bangunan tersebut yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit secara 

fidusia pada bank. Bank CIMB Niaga sebagai salah satu bank di kota 

Surabaya yang memberikan pinjaman kredit juga menerima bangunan yang 

didirikan diatas tanah berstatus ijin pemakaian tanah sebagai jaminan fidusia 

atas kredit yang diberikannya asalkan segala persyaratan terpenuhi. Hal ini 

dikarenakan bangunan tersebut juga memiliki nilai yang dapat dijadikan 

sebagai jaminan pelunasan hutang atau kredit pada bank. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan persoalan yang 

diteliti adalah:  

1. Bagi Pemerintah 
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Bangunan yang didirikan diatas tanah berstatus ijin pemakaian tanah 

memerlukan alat bukti kepemilikan yang sah agar dapat dijadikan sebagai 

jaminan fidusia. Alat bukti yang digunakan dalam praktek berupa Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang fungsi sesungguhnya bukan sebagai alat 

bukti kepemilikan bangunan melainkan sebagai alat bukti legalitas dari 

bangunan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung tidak diatur secara khusus mengenai alat bukti 

kepemilikan dari bangunan gedung, sehingga diharapkan dikemudian hari 

ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus 

mengenai bukti kepemilikan dari bangunan gedung. Disamping itu 

pembahasan mengenai hak pengelolaan sebagai suatu jenis hak perlu 

diadakan pembahasan kembali sehingga didukung oleh sumber hukum yang 

benar. 

2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya 

Sebagai pelaksana pemerintahan di kota Surabaya dan sebagai 

pemegang hak pengelolaan, Pemerintah Kota Surabaya perlu untuk 

memperhatikan kepentingan masyarakat kota Surabaya khusunya pemegang 

ijin pemakaian tanah dan bukan hanya memperhatikan masalah pendapatan 

daerahnya saja. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan regulasi yang baru 

sehubungan dengan tanah hak pengelolaan tersebut. 

3. Bagi Bank dan Masyarakat Kota Surabaya 

Selaku pemberi kredit bank harus teliti dalam memperhatikan status hak 

atas tanah dari debitur yang hendak menjaminkan bangunannya agar dapat 
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dibebani dengan jaminan yang tepat, dan bukti kepemilikan dari bangunan 

juga diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Masyarakat harus mengetahui haknya selaku Warga Negara Indonesia 

yang dapat memperoleh hak atas tanah di wilayah Indonesia khususnya di 

kota Surabaya. Apabila masyarakat mengetahui secara pasti haknya tersebut, 

maka dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kredit dari bank dan 

bank selaku pemberi kredit juga memperoleh jaminan yang pasti atas 

pelunasan kredit yang diberikannya. 
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